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1.1

L,2

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD)

dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana

kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen

dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah

aga r lebih terarah.

Penyusunan RENIA berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA)

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud dan mengacu pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RENIA bukanlah kegiatan yang berdiri

sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan

penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan

APBD. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana

pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis

(RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004. tentang sistem perencanaan pembangunan nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor

28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor

23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan

yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja

(RENIA).

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kabupaten Kepulauan

Talaud Tahun 2022 memuat rumusan tujuan. sasaran, program, dan kegiatan

pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

Landasan Hukum

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan perubahan Renja

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem perencanaan

Pembangunan Nasional;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang pembinaan Dan

Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
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1.3.

1.4,

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Penanganan Pengaduan Masyarakat Dilingkungan Departemen Dalam

Negeri Dan Pemerintah Daerah;

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerlntah Daerah;

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan langka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan langka Menengah Daerah. Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan langka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan langka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

6) Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten

Kepulauan Talaud sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Kepulauan Talaud Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Kepulauan Talaud Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten

Kepulauan Talaud.

ilaksud dan Tuiuan
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten

Kepulauan Talaud Tahun 2022, bertujuan untuk menunjukan sinergitas antara

perencanaan, penganggaran. pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari

berbagai kegiatan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan

d aera h.

Rencana Kerja disusun sebagai pedoman bagi :

a. Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Inspektorat;

b. Penyusunan kebuakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2022.

Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun

2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

2
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2,L,

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun

dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja

adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian

kinerja yang disusun berdasarkan rencana ke{a yang ditetapkan dalam rangka

pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/

program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan

anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep yalue

for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator- indikator sebagai

berikut:

a. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti

anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk

melakukan suatu keglatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat

dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan

rencana strateg is yang ditetapkan.

b. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung

dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

c. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah

dicapainya maksud dan tujuan dari kegiata n-kegiatan yang telah selesai

dilaksanakan atau indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada

jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggu ngjawaban

keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan

catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Kepulauan

Talaud Tahun 2020 dan Tahun 2021 disajikan dalam tabel 2.7 pada lampiran 1.

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA INSPEKTORAT Tahun 2O2f dapat
disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Tidak terdapat Program/ kegiatan/ sub kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil/ keluaran. Kondisi tersebut dikarenakan terjadi penyesuaian

Kembali target kinerja dengan kondisi, Sumber Daya Manusia (SDM), sarana



dan prasarana penunjang pengawasan, serta anggaran yang tersedia setelah

terjadi refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19.

b. Program/ kegiatan/ sub kegiatan yang telah memenuhi/ melebihi target kineda

hasiu keluaran adalah :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota :

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;

. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;

. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;

. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;

. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Reallsasl Klnerja SKPD

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

a Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;

. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD;

. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;

. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran SKPD

c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah :

. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;

. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada

SKPD;

. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :

r Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

a Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan;

. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan

e) Administrasi Umum Perangkat Daerah :

. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor;

e Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan;

. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E
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f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

. Penyediaan lasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

. Penyedaaan lasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

. Penyediaan lasa Pelayanan Umum Kantor

g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah:

. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Program Penyelenggaraan Pengawasan :

a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal :

. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;

4 Reviu Laporan Kinerja;

a Reviu Laporan Keuangan;

a Pengawasan Desa;

. Kerjasama Pengawasan Internal;

. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

b) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

a Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;

. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi :

a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi

Pengawasan

. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

b) Pendampingan dan Asistensi

a Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;

. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi

Birokrasi;

. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi;

. Pendampingan. Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA

INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD tidak terlalu berpengaruh,

sebab kegiatan yang memenuhi target tersebut sebenarnya sudah dilakukan
maksimal sesuai pengaduan yang diterima.
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud

Sesuai dengan dokmen RENSTRA Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud

Tahun 2020-2025 yang telah disusun maka hubungan antara tujuan, sasaran, serta

indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2O2O-2O25

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai

dengan RENSTRA INSPEKTORAT tertuang dalam capaian Sasaran Strategis

Tahun 2021 yang tersaji dalam Tabel 2.3 pada lampiran 2.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa

faktor penghambav kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator

sasaran organisasi, yaitu :

a. Faktor Pendorong :

1) Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Kepualauan Talaud yang telah

sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 52 Tahun 2016,

sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf
yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

2) Mekanisme kerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud yang

berorientasi kepada pencapaian kinerja.

3) Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara
pimpinan dan staf Inspektorat Kabupaten Kabupaten Kepulauan Talaud

No Tujuan Sasaran Indikator
Target Indikator Sasaran

202r 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (s) (6) (7) (8) (s)

1 Meningkatkan
Kualitas
Akuntabilitas
Kinerja dan
Keuangan
Daerah

Meningkatkan
Efektifitas
Pengawasan
Kinerja dan
Keuanga n

Persentase
oPD Dengan
NiIai SAKIP
B sampai AA

41o/o 5 5olo 680/o 82o/o 960/o

Level
Maturitas
SPIP

Level
3

Level
3

Level
3

Level
3

Level
Kapabilitas
APIP

Level
3

Level
3

Level Level
3

Level
3

Jumlah
Temuan BPK

72 11 10 9 8

Presentase
Tindak
Lanj ut
Temuan

7 5o/o 7 60/o 7 60/o

Level
3

3

7 4o/o 77o/o
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2.3.

dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan

motivasi kerja yang tinggi.

4) Adanya kerjasama yang baik dari perangkat daerah terhadap upaya

peningkatan kualitas hasil pengawasan.

5) Pola keia yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil

yang optimal, efektif dan efisien.

b. Fa ktor Penghambat :

1) Belum memadainya jumlah kebutuhan aparatur pengawasan dibandingkan

dengan jumlah objek (Perangkat daerah, Desa & Kelurahan, objek lainnya)

yang diperiksa.

2) Belum memadainya jumlah kebutuhan aparatur pengawasan yang

memiliki sertifi kat pengawasan.

3) Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam

rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

4) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan

Perangkat Daerah masih belum optimal,

5) Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional

dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan.

6) Belum memadainya anggaran pengawasan akibat refocusing dampak

pandemi cobid-19.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
Kabupaten Keputauan Talaud

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabuapten Kepulauan

Talaud tidak dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis

dimaksud antara lain :

a. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama

dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.

b. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Talaud secara keseluruhan sudah mulai berjalan dengan

baik (Nilai SAKIP Pemerintah Tahun 2O2l = B), walaupun tantangan kedepan

terhadap SAKIP Kabupaten Kepulauan Talaud masih harus berbenah untuk
dapat mempertahankan nilai tetrsebut atau mening katkannya.

c. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun ApIp kedepan

diperkirakan akan berjalan lamban walaupun di tahun 2O2O menunjukkan
progres yang menggembirakan.

d. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SpIp) belum dapat dilaksanakan

dengan optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan peran sebagai

E



quallty assutance (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari

kesalahan.

e. Maturitas Kapabilitas APIP di awal Tahun 2020 sudah mendapat level 3 dan

harus tetap dipertahankan dengan tetap mengedapankan profesionalisme APIP

sebagai quatw assurance bagi Bupati Kepulauan Talaud.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil reviu terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan

untuk pelaksanaan Tahun 2022, dapat dijelaskan dalam 2.4 pada lampiran 3.

2.5. Pen€laahan Usulan Program dan Kegiatan l.lasyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang

merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten

Kepulauan Talaud. Khusus untuk bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak

d imu ncu lkan/tidak ada dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Kabupaten Kepulauan Talaud

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

No
Prog ram/

Kegiatan
Lokasi

Indikator

Kinerja

Besaran/

Volume
Catatan

(1) (2) (3) (4) (s) (6)

Tidak ada

usulan
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BAB III
TU'UAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakana upaya semua kompnen bangsa yang

dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan

oleh Undang-Undang Dasar Negara Republlk Indonesia Tahun 1945 dan

berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai

dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana pembangunan

jangka panjang nasional 2OO5-2O25 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu

INDONESIA YANG MANDIRI, MAIU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya

dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan

tahun 2020 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya

digariskan dalam Rencana Pembangunan langka Menengah Nasional (RPJMN)

2015-2019 dengan Visi MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MAKMUR,

DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.

Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan

daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, maka berdasarkan Rancangan Awal RKP

Tahun 2022 dan RKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 dapat disusun

hubungan antara Kabijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan

Daerah

NO Prioritas Nasional

MEMBANGUN UNGKUNGAN HIDUP,

MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA,

DAN PERUBAHAN IKUM

2 REFORMASI BIROKRASI DAN

TATA KELOLA

PEMERINTAHAN YANG BAIK

MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK

MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI

DAN PELAYANAN DASAR

REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN

KEBUDAYAAN

MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN

BERDAYA SAING

1

4

I

3.1.

Prioritas Daerah

MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKAM

DAN TRANSPORMASI PELAYANAN PUBLIK

5
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No Prioritas Nasional Prioritas Daerah

6 MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK

MENGURANGI KESEN]ANGAN DAN

MENJAMIN PEMERATAAN

7 MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI

UNTUK PERTUMBUHAN YANG

BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi INSPEKTORAT Kabupaten

Kepulauan Talaud maka Prioritas Nasional yang berkaitan langsung adalah pada

Prioritas ke-2 yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan

Publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Insp€ktorat Kabupaten Kepulauan Tataud

Hubungan yang selaras antara RENJA dan RENSTRA, maka tujuan dan

sasaran Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan tujuan dan sasaran

RENSTRA INSPEKTORAT tahun 2020-2025, yaitu :

a. Tujuan

Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah

b. Sasaran

Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan

Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran RENJA tahun 2021, maka

tujuan dan sasaran tersebut tetap relevan dan layak karena merupakan cerminan

dari tugas pokok dan fungsi INSPEKTORAT Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai

Quality Assurance dan Consultlng bagi Bupati Kepulauan Talaud terhadap
pelaksanaan anggaran di Kabupaten Kepulauan Talaud.

3.3. Program dan Kegaatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak

dicapai, maka ditentukan indikator kineda pada prog ram/keg iatan/su b kegiatan
yang mendukungnya. Indikator kinerja prog ramlkeg iatan/su b kegiatan dimaksud
harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel

terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatifdan
mengandung aspek-aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja
prog ram/keg iatan/sub kegiatan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud

berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Indikator : 1. Persentase OpD Dengan Nilai SAKIP B sampai AA;

2. Level Maturitas SpIp;

I
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3. Level Ka pa bilitas APIP;

4. lumlah Temuan BPK;

5. Presentase Tindak Lanjut Temuan.

Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2O22 dan Perkiraan Maju Tahun

2023, dapat dijelaskan dalam 3.2 pada lampiran 4.

E



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN

TALAUD

Rencana Keda (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam

mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur

dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang

digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra Inspektorat Kabupaten Kepulauan

Talaud dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA

bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang

simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan

penyusunan APBD. Rencana Keda Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana

pembangunan jangka menengah daerah (RPIMD) dan rencana strategis (RENSTRA)

Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor

79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah

dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas

peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan

kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam

rencana kerja (RENIA).

Rumusan perubahan rencana kerja dan pendanaan Inspektorat fahun 2022

sebagaimana terdapat dalam tabel 4.1 pada lampiran 5 Perubahan Renja Inspektorat

Kabupaten Kepulauan Talaud ini.
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BAB V

PENUTU P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun Anggaran 2022

merupakan sebuah gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Inspektorat

dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Talaud maupun dari APBD Provinsi

Sulawesi Utara.

Seluruh program dan kegiatan yang di rencanakan diharapkan akan bisa menutupi

seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana

Kerja Pemerintah (RKP), Recana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Kepulauan Talaud dan RKPD Provinsi Sulawesi Utara yang di sesuaikan juga dengan pagu

anggaran yang di terima Inspektorat.

Alokasi Anggaran indikatif pada tahun 2022 yang di peruntukan untuk membiayai

program dan kegiatan Inspektorat. Dengan total anggaran seluruhnya untuk Alokasi

Belanja sebesar Rp6.853.893.604,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta

delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat rupiah).

Sebagai input bagi para pemangku kebijakan dalam hal pengalokasian anggaran

pemerintah daerah bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan daerah, masing-masing pemerintah daerah agar mengalokasikan

minimal 1 o/o dari APBD dan meningkat setiap tahunnya secara proporsional untuk

anggaran Inspektorat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Hal ini sejalan dengan surat

keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 700-462 Tahun 2007, Surat Menteri Dalam Negeri

Nomor 900/2900/5l tanggal 23 September 2008, surat Inspektur Jenderal Kementerian

Dalam Negeri Nomor 700/435/A.z/D tanggal 07 April 2017 dan surat Direktut lenderal

Depdagri Nomor : 7OO/5O3/AllSJ tentang kebijakan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan Daerah, disamping itu juga perlu diantisipasi dengan diberlakukannya

Undang-Undang tentang Desa yang salah satu implementasinya akan ada bantuan

keuangan untuk setiap desa yang nilainya cukup besar, dan ini memerlukan kontrol, agar
penyimpangan, penyelewengan, dapat dimimalisir sehingga tujuan mewujudkan
pemerintah yang bersih dapat tercapai untuk berbagai level pemerintahan.

Dengan demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Inspektorat
Kabupaten Kepulauan Talaud mendapat prioritas dalam kebijakan pengalokasian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ApBD) bagi implementasi program
peningkatan pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara sesuai dengan Rencana Keoa
Pemerintah (RKP) dalam hal penyelenggaraan pengawasan/audit atas instansr
pemerintahan dan aparatur pemerintah, selain itu alokasi anggaran yang di terima akan
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di prioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengawas dan pemeriksa agar

kualitas pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan

pemeriksaan/audit mengalami peningkatan.

Melonguane, Oktober2022

EKTUR
LAUAN TALAUD,

MUDA
19 199003 1011
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